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Menimbang

a

bawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daérah
sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah Retribusi
Dacrah dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan,

bahwa dengan dinndangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ientang
Pemerintahan Dacrah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
temang Tchnik Penvusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
Unpdang, Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang
periu metakukan perubahan dan penvesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan,

bahwa umiuk melaksanakan penvesuaran sebagaimana dimaksud huruf "b" diatas perlu
ditetapkan dalam suatu Peraturan Dacrah.

Mengingat

Undanpl]rédang Mamor 7 D Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Olonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Unara (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomeor 58).

Undang-Lndang Nomor & Tahun 1981 tentang Kilab Undang-Undang Hukum Acara pidana
{Lembaran Wegara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan l.embaran Negara Nomaor 3209);

Undang-lIndang Momor 13 Tahun 1989 tentang Jalan,
Undang-Undang Nomar 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomeor 41, Tambiahan Lembaran Nepara Nomor 3635);



13,

14,

17,

18.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran N
Tahun 1999 Nomer 60), ( n MNepan

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 tentang Pertangguny jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelalsanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan,

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 1entang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemerimah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemenintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menten dalam Negenn Nomeor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan
Perparkiran di Dacrah,

Keputusan Mentert Pechubungan langgal 9 September 1993 Nomeor KM 66 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkir Umum;

. Keputusan Menten Dalam Negen Nemor |71 Tahun 1997 tentang Proscdur Pengesahan

Peraturan Daerah entang Pajak dan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara

Pemungulan Retribusi Daerah;

Keputusana Mentent Dalam Megeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Retnbusi Daerah;

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 73 Tahun 1999 wentang Pedoman Penyelenggaraan
Perparkiran di Dagrah,

. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 972 . 22 - 1000 tentang Pengesahan Peraturan

Dacrah Tingkat 11 Asahan Nemor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum

. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Daerah Tingkat 1| Asahan Nomor 7 Tahun 1988

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingka1 1T Asahan.
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09 /SK / DPRD 2000

MEMUTUSKAN
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Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEP! JALAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 ASAHAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

b.

C.

118

Daerah adalah kabupaten Asahan

Pemenintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.

Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Asahan,

Bendaharawan Khusus Penerimaan untuk selanjuinva disingkat BKP adalah Bendaharawan
Khusus Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapat Kabupaten Asahan,

Tempat Parkir adalab tempat yang disediakan untuk Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
vang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu ' =nderaan vang tidak bersifal sementara.

Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk  ¢h Bupaii Kepala Daerah untuk mengatur
pencmpatan kenderaan yang diparkir.

Retribusi Parkir adalah sejumiah uang yar ¢ harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh
setiap orang yang memarkir kenderaan dit -mpat parkir.

Kenderaan adalah kenderaan bermotor ¢ (o tidak bermo

Parkir berlangganan adalah parkir ang pembayaran Retribusinya dilakukan pada saat
pemilik kenderaan bermotor ment yukan pendaftaran/ Perpanjangan Surat Tanda Nomor
kenderaan (STNK) di Kantor 5/ MSAT Kabupaten Asahan, dan tidak berkaitan dengan
proses pengurusan STNK yang ' sangkutan untuk jangka waktu | (satu) Tahun,

Ketetapan Retribusi Daerab untuk selanjutnya disingkat KRD adalah Keputusan yang
menentukan besaranya jum)  Retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang
digunakan oleh wajib ctribusi uniuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang terutang ke Kas  aerah atau iempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ketetapan Retri* 1 Dacrah Kurang Bayar untuk sclanjutnya disingkat KRDKB adaia_h
Keputusan ya' . -nentukan besamya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit



retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

p. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah untuk selanjutnya disingkat KRDKBT
adalah Keputusan yang menentukan tambehan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

q. Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar untuk selanjutnva disingkat KRDLB adalah
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari retribusi yang terutanyg atau tidak seharusnya terutang.

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagilian Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB 11
NAMA, OBIEK DAN SUBJEK
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir, dipungut Retribusi pemakaian tempat parkir yang ditentukan
Pemenntah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Parkir ditepi jalam umum adalah setiap pelayanan paricir ditempat parkir.

Pasal 4

Subjek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan
pelayanan parkir ditempat parkir.

BAaBl I
OOLONGAN RETRIBUS!
IPasal 5

Retribusi parkir ditepr jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum,

BAB L1V
REETRIBUSI PARKIR DITEPHJALAN UMUM

IPasal 6



Retnibust parkir ditepn jalan umum adalah pungutan retribusi atas pelayvanan parkir yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 7
{1) Atas Jasa pelavanan parkir dikenakan retribusi,
{2) Besarnva retribusi tersebul pada ayat (1) pasal ini ditetapken untuk sekali parkir sebagsi
berikut ;
a. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 500 - (lima ratur rupiah)
b, Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp, 750,-(tujuh ratus limapuluh rupiah)
¢. Truk sebesar Rp. 1000 - (seribu rupiah),
d. Truk Gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah),

(3) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggen parkir dan dikenakan retribusi parkir
berlangganan. Besarnva retnibusi parkir berlangganan dimaksud ayat (3) pasal ini untuk 1
{satu) kenderaan adalah :

a. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya scbesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)
setiap bulan.

b. Bis, mikro bis dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,- (dua pulur ribu rupiah) setiap bulan.

¢. Truk dan sejenisnya sehesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan,

d. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap
bulan |

Pasal 8
Hasil pemunguian retribugi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor secara
Brute ke Kas Daerah,
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
{1} Retribusi dipungut dengan menggunakan KRD

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas
Daerah melalui BK|* pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum adalah wilayah Kabupaten Asahan,



BARB VIII
SANEKS] ADMINISTRASI
Pasal 11
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan dipungut dengan menggunakan Surat Taguhan
Retribusi Daerah (Khusus bagi pelanggan pasal 7 ayat (3)).

BAB 1IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Kepala Daerah menctukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang
terutang paling lama 30 {tiga puluh) hari setelah saat terutang,

(2) KRD, 8SRD, KRDKB, KRDKBT, STRD, Keputusan pembetulan, Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding vang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat
tersebut diatas.

(3) Kepala Dacrah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran, penundaan pembavaran retribusi
ditetapkantebih lanjut olch Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
(1) Retribusi yang terutang berdasarkan KRD, KRDKB, KRDKBT Keputusan Pembetulan,
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yeng tidak stau kurang bayar oleh wajib
retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku,



BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertentulis kepada Kepala Daerah
untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Alas dasar permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran
retribusi dapal dikembalikan oleh Kepala Daerah,

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran
tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan
sebagaimana dimaksud pada pasal 14 | diterbitkan KRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi,

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayai(1) dikembalikan kepada
wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya KRDLB.

{3) Pengembalian kelebihan pembayaran retnbusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya KRDLB Kepala Daerah membenkan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlambatan kelebihan retribusi.

Pasal 16

{1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalampasal 14 dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi,

{2y Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diterbitkan bukti pemindahan
pembukuan vang berlaku juga sebagai bukt pembayaran,

BAR XII
KADALUARSA
Pasal 17

Penagihan Retribusi, kadaluarsa seiclah melampaw jangka waktu 3 (tiga) tabun terhitung sejak

saat terhutangnya Retobusi kecueli apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang

Retribusi. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran atau;

b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.



BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PUTANG
RETRIBUST YANG KADALUARSA

Pasal 18

(1) Piutang Retribusi yany tidak mungkin ditagih lagi karena bak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluarsa dapat dihapus,

(2) Kepala Daerah menetapkan Kepulusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
BAB X1V
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 19

(1) Setiap orang yang memarkirkan kenderaan wajib menempatkannya pada tempat parkir vang
telah ditentukan,

(2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dunaksud ayat (| ) pasal ini ditemtukan lebih lanjut
oleh Kepla Daerah

(3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Instansi yang
ditumjuk.

(4) Penetapan lokasi teipat-tempat parkir dengan memperhatikan :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/ RW)
b Keselamatan dan Kelanearan Lalu Limas
¢. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan,

d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 20
(1} Sctiap orang yang memarkir kenderaan bermotor ditempat - tempat parkir harus mematuhi
semua tanda-tanda ' petunjuk parkic yang lerpasang dan petunjuk yang diberikan petugas
parkir.
{2} Setiap kenderaan dilarang parkir diluar batas-batas lempat parkir vang telah ditentukan.
(3) Seuap orang dilarang menempatkan kenderaan ditemapat parkir semabarangan sehingea dapat

mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kenderaan lain vang diparkir dan atau dapat
menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 21

Petugas parkir berkewajban untuk



a. Membenkan pr:La},randn untuk masuk dam keluarnya kenderaan ditempat parkir yang menjadi
fanggung jawab.

b. Menyerahkan karcis parkir,

e}

Menjaga ketertiban dan mengatur kenderaan-kenderaan vang diperkir yang menjadi

tanggung jawabnya.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah)

BABR XVI]

PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawar Negen Sipil terentu dilingkungan Pemenntah Daerah diben wewenang
khusus sebagai Penwvidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah atau Retribusi Daerah,

(2) Wewenang Penyidik scbagannana dimaksud avat (1) pasal ini adalah

Menerina, mencari, meengunpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan
tersebul menjadi lengkap dan jelas.

Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindek pidana
perpajakan Daerah torsebut,

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Perpajakan daerah

Memeriksa buku-bukuy, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap baban bukt Lersebut.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen serta melakukan penvitaan terhadap bahan bukti tersebut,

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Dacrah.

Menyuruh berhenti. melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" .

Memotret seseorang atau vang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.

a9



1. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

J. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retnbusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3} Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum di Kabupaten Asahan dinyatakan dicabut dan tidak beriaku

lag: .
Pasal 25

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah im mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahakan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

[Disahkan di Kisaran
Pada tangpal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
cap/dio
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 mei 2000




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR  : TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il ASAHAN

Penjelasan Umnum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomeor 20 Tahun
1997 Pasal 2 ayat (2) huruf "e"™ tentang retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, maka dalam
rangka lebih menetapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
jawab pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah bersumber dari Pendapatan
Asali Daerah Khususnya yang berasal dari Retribusi Dacrah, perlu ditetapkan Retribusi
Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Asahan vang ditetapkan dengan Peraturan
daerah.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 sampai dongan Pasal 7 avat (3) © Cukup Jelas

Pasal 7 avat (3) Yang dimaksud dengan | (satu) kenderaan adalah setiap kenderaan
vang dimiliki oleh orang atau Badan Hukum.

Pasal § sampai dengan pasal 26 Cukup Jelas



